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ABSTRAK 

 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah 

masalah lalu-lintas yakni kemacetan yang melanda kota-kota besar di 

Indonesia termasuk di Bandar Lampung. Salah satu peristiwa yang 

sempat gencar diberitakan di media masa adalah Sebanyak 21 remaja 

di Bandar lampung diamankan polisi hendak melakukan balapan liar 

di Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng Baru, Kec. Rajabasa 

Bandar Lampung, Minggu (29/1/2023) dini hari. Berdasarkan 

pengakuan para remaja tersebut mengaku tergabung dalam kelompok 

Home Garage dan sering melakukan aksi balap liar di seputaran 

Bundaran Tugu Raden Intan sampai Fly Over Raja Basa Bandar 

Lampung. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan para pelaku 

balap liar yang melakukan adu kecepatan dilakukan di  malam hari di 

jalanan umum yang sangat membahayakan pengguna jalan lain. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Upaya 

dari aparat setempat membuat nyaman pengguna jalan bukan hanya 

menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang tertulis dalam 

maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya polisi lalu lintas akan 

tetapi menjadi kewajiban sosial bagi masyarakat dan pengguna jalan 

yang lainnya untuk memberikan teguran dan nasehat agar tidak 

terjadinya pelanggaran dijalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian 

dan pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya 

penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku balap liar. Adanya Balap liar di Kota Bandar lampung 

sangatlah tidak disukai dan disenangi. Hal ini di buktikan dengan 

banyaknya keluhan masyarakat dengan adanya balapan liar yang 

dilakukan oleh kalangan anak di Kota Bandar lampung menyebabkan 

kebisingan, polusi suara dan mengganggu waktu istirahat warga dan 

bahkan terjadi kecelakaan yang diakibatkan balap liar tesebut. Dalam 

pandangan fiqh siyasah kebijakan kepolisian dalam penertiban balap 

liar di Kota Bandar lampung sesuai dengan hukum islam, karena 

manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat menciptakan 

ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan 

hukum islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung 
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jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab 

sesama makhluk hidup lainnya.   

 

Kata kunci: Lalu Lintas, Balap Liar, Fiqh siyasah 
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MOTTO 

 

نِيَْ  بُّ المُْحْس ِ َ يُُِ نُوْاِۛ اِنه الّلّه ْلُكَةِِۛ وَاَحْس ِ يدِْيْكُُْ اِلََ التَّه  ٥٩١وَلََ تلُْقُوْا بَِِ

“Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik". 

(Al-Baqarah [2]:195). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu 

beberapa istilah terkait judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah 

“Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Kebijakan Kepolisian Dalam 

Mengimplementasikan Pasal 115 angka b  Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

Dalam Upaya Penertiban Balap Liar. (Studi di Kepolisian Resor 

Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut:  

1. Tinjauan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 

meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, 

mempelajari dan sebagainya).
1
 

2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
2
 

3. Kebijakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan
.3
 

4. Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan 

oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tujuan  

yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah 

atau keputusan.
4
 

5. Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan 

                                                     
1
 Hari Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2
 Iqbal Muhamad, Fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15. 
3
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” (Jakarta, 
2002). 

4
 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 19. 
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peraturan yang sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional yang dikembangkan untuk membina dan 

menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 

selamat, tertib dan lancar serta membentuk perilaku 

masyarakat agar beretika dan berbudaya dalam berlalu 

lintas.
5
Balap Liar adalah salah satu bentuk balapan 

kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa 

izin dari pihak berwenang
.6
 

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami 

bahwa maksud dari judul skripsi ini mengarah kepada suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk meninjau dan 

menganalisis kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan 

Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya 

Penertiban Balap Liar berdasarkan perspekif fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang 

penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional 

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
7
 

Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah 

masalah lalu-lintas yakni kemacetan yang melanda kota-kota 

besar di Indonesia termasuk di Bandar Lampung. Sebagai negara 

yang berkembang baik dari segi ekonomi maupun pembangunan, 

menjadikan Indonesia sebagai bangsa pasar yang besar bagi 

setiap produsen otomotif, ditambah dengan pola hidup 

masyarakat Indonesia yang konsumtif. Sebagian besar 

masyarakat Indonesia mempunyai lebih dari satu kendaraan 

bermotor yang menyebabkan jalanan Indonesia selalu macet 

                                                     
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan” (Jakarta, 2002). 
6
 Mariam Budiarjo, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: CV. Widya 

Karya, 2010), 265. 
7
 Suwadjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(Bandung: Penerbit ITB, 2002), 1. 
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ditambah dengan pengendara yang terkadang tidak mematuhi 

aturan atau tata tertib berlalu lintas, hal ini menjadikan masalah 

lalu-lintas masih menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh 

Negara Indonesia. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan,
8
 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor 

adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik 

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Banyaknya perubahan di Era Globalisasi contoh kecilnya 

adalah pergaulan yang menyimpang dan tidak mengerti batasan 

pergaulan tersebut, banyak kalangan anak melakukan hal-hal 

yang negatif dan merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri 

dan merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balap liar 

dikarekan anak maupun remaja masa kini mempunyai jiwa 

keingin-  tahuan yang tinggi terpengaruh dari film yang ditonton 

atau sekedar ingin mencari popularitas, kegiatan ini dapat 

digolongkan sebagai kenakalan yang sangat menyimpang yang 

merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan balap liar bahkan 

sudah menjadi hobi para para remaja dan lebih mencemaskan lagi 

kegiatan ini juga banyak digemari bukan hanya dari kalangan 

laki-laki saja namun dari kalangan perempuan juga sudah 

menjadi kegiatan yang bergengsi. 

Salah satu peristiwa yang sempat gencar diberitakan di 

media masa adalah Sebanyak 21 remaja di Bandar lampung 

diamankan polisi hendak melakukan balapan liar di Jalan ZA 

Pagar Alam, Gedong Meneng Baru, Kec. Rajabasa Bandar 

Lampung, Minggu (29/1/2023) dini hari. Berdasarkan pengakuan 

para remaja tersebut mengaku tergabung dalam kelompok Home 

Garage dan sering melakukan aksi balap liar di seputaran 

Bundaran Tugu Raden Intan sampai Fly Over Raja Basa Bandar 

Lampung. Studi ini dilakukan untukmenggambarkan para pelaku 

balap liar yang melakukan adu kecepatan dilakukan di malam 

hari di jalanan umum yang sangat membahayakan pengguna jalan 

lain.  

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang 

                                                     
8
 Ibid., 2. 
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telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 yaitu :
9
 

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang 

ditetapkan secara nasional. 

2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, 

kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas 

hambatan. 

3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus 

lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas 

kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan 

dengan Rambu Lalu Lintas. 

4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan 

ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer 

per jam dalam kondisi arus bebas.  

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Hal ini harus mendapat perhatian lebih terutama dari 

aparat kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 4 telah 

dijelaskan tujuan dari Aparat Kepolisian yakni mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 

dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman dalam 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10

 

Hal inilah yang harus mendapat perhatian agar menjadi 

jelas mengenai penerapan kewenangan aparat kepolisian alam 

                                                     
9
 Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, “Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Jakarta, 
2009). 

10
 Abu bakkar Iskandar, Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang 

Tertib (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), 11. 
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melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengawalan/patroli malah 

mengganggu ketertiban umum, mengingat pada dasarnya tugas 

dari aparat kepolisian adalah untuk mewujudkan dan memelihara 

keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
11

 

Islam sebenarnya tidak cukup dengan melihat komentar 

masyarakat tentang suatu perbuatan, kita sudah bisa menilai 

apakah perbuatan itu baik atau buruk. Terlebih ketika semua 

komentar itu beralasan. Artinya mereka punya bukti dalam 

menilai, bukan semata karena sentimen. Karena dalam Islam, 

masyarakat di lingkungan kita menjadi saksi atas perbuatan kita. 

Tentu saja persaksian yang berdasarkan bukti, bukan dibuat-buat, 

bukan hasil bayaran, bukan pula karena dorongan sentimen, 

bersifat alami dan tidak bisa dikondisikan. 

Kehadiran balap liar dengan segala arogansinya dinilai 

sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Mulai dari kebal tata 

tertib lalu lintas, mendahului dengan tanpa aturan, atau setidaknya 

membuat macet jalan.
12

 Dalam agama jelas melarang segala 

bentuk kegiatan negatif termasuk aksi balapan liar sebagaimana 

yang di jelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 yang 

berbunyi : 

                                

       

 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S.al-

Baqarah [1]:195). 

 

Dan karakter semacam ini, tidak akan dimiliki oleh muslim yang 

baik. 

Dari „Abdullah bin „Umar radhiallahu „anhuma, Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

                                                     
11

 Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri (Jakarta: PT. Cipta 

Manunggal, 1996), 128. 
12

 “Fenomena Moge,” https://konsultasisyariah.com/25382-fenomena-

moge.html. diakses pada tanggal 06 Oktober 2020. 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النَّبّي صلى الله عليو وسلم 
هَاجِرُ مَنْ ىَجَرَ مَا نَ هَى اللهُ 

ُ
سْلِمُونَ مِنْ لِسَانوِِ وَيدَِهِ، وَالم

ُ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ
قاَلَ: ))الم

  .)رواهالبخوريمسلم(عَنْوُ((. 
“Seorang muslim adalah orang yang tidak akan 

mengganggu muslim lainnya dari kejahatan lisan maupun 

tangannya.” (HR. Bukhari Muslim). 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist. Hadits ini 

memberikan petunjuk, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, 

tangannya dari saudara-saudaranya muslim maka sungguh 

sempurna Islamnya dan barang siapa hijrah dari apa yang 

dilarang Allah maka dia seorang yang hijrah sebenarnya. 

Ayat dan Hadist tersebut menjelaskan tentang menjaga 

sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan 

seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka tidak 

menjaga sikap dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam 

kebinasaan dan hal yang sia-sia. Hakikat dari maslahah adalah 

Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan (jalb almasālih aumanfa„ah) atau 

menghindarkan keburukan (dar„al-mafāsid) bagi manusia. Imam 

al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa 

digunakan sebagai hujjah pada  proses penggalian hukum, yakni: 

maslahah tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan 

maslahah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur„an dan hadis. 

Maslahah itu termasuk dalam peringkat maslahah yang 

daruriyyat, apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat 

juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk 

seluruh kalangan.
13

 

Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk 

membahas bagaimana Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap 

Kebijakan Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal 115 

                                                     
13

 Jayusman Ibnu Irawan, “Mahar Hafalan Al-Qur„an Perspektif Hukum 

Islam,”Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 4 No. 2 (2019) : 128, 

http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804. 
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angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar 

di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung. 

 

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Fiqh siyasah terhadap 

Kebijakan Kepolisian dalam Mengimplementasikan Pasal 115 

angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap 

Liar. 

2. Sub-fokus Penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup 

Kebijakan Kepolisian dalam  Upaya Penertiban Balap Liar di 

Kota Bandar Lampung dalam Mengimplementasikan Pasal 

115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban 

Balap Liar. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan 

Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya 

Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap kebijakan 

kepolisian dalam  mengimplementasikan Pasal 115 angka b 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di 

Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam  

mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liardi Kota Bandar 

Lampung. 
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2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap 

kebijakan kepolisian dalam  mengimplementasikan Pasal 115 

angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap 

Liardalam upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, 

khususnya dalam mengkaji pelaksanaan Kebijakan 

Kepolisian dalam  upaya Penertiban Balap Liar di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas 

Islam Raden Intan Lampung mengenai Kebijakan 

Kepolisian upaya Penertiban Balap Liar dalam rangka 

memperkuat prinsip Tertib Lalu Lintas di kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat 

menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian 

yang sudah di lakukan oleh para penelitian terdahulu ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini 

sebagai berikut: 

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, 

Ridwanul Hakim yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi 

Di Kabupaten Sleman)” Skripsi  program studi (S1) Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta Tahun 2019. Kurangnya sikap yang tegas dari 
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beberapa pihak kepolisian dalam menanggapi perilaku dari 

anggota iring-iringan dalam sebuah konvoi dengan 

menggunakan lampu isyarat seperti rotator atau strobo dan 

sirene. Faktor penegak hukum berperan dikarenakan adanya 

sikap kurang tegas dari beberapa aparat kepolisian dalam 

menyikapi kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Selain 

itu, adanya pemberian toleransi oleh aparat kepolisian, sebagai 

bentuk diskresi kepolisian.
14

 

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian 

yang merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas yang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

Perbedaaanya pada penelitian Ridwanul membahas 

tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi. 

Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan melakukan 

penelitian adalah Upaya kepolisian dalam Penertiban Balap 

Liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan 

permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi 

pelaku balap liar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vitaka Hendrawan, Judul 

Penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran 

Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017 . Penegakan 

hukum pidana terhadap pawai yang melakukan pelanggaran 

Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta 

terhadap penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu 

fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, tidak pernah dilakukan 

secara langsung oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilakukan 

oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas 

                                                     
14

 Ridwanul Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 

Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)” (Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2019). 
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ketertiban kota yogyakarta yang seharusnya melakukan 

penertiban tersebut adalah pihak kepolisian.
15

 

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang 

merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas yang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

Perbedaaanya pada penelitian Vitaka Hendrawan 

membahas tentang penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan 

pada penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian 

adalah upaya kepolisian dalam Penertiban Balap Liar dan 

tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya 

juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Rahma Panggabean 

berjudul “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam 

Menertibkan Balap Lair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Menurut perspektif Fiqih Siyasah” Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-

Pekanbaru pada tahun 2021. Hasil penelitian diatas 

menggunakan metode kualitatif, judul tersebut lebih 

mengedepankan peran polsek dalam menertibkan balap liar 

berdasarkan Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga bisa dijadikan 

literatur penelitian dalam melanjutkan penelitian yang sama 

variabel masalahnya.
16

 

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang 

merujuk pada penertiban balap liar yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 

Perbedaaanya pada penelitian penelitian yang saya 

lakukan melakukan penelitian adalah Upaya kepolisian dalam 

                                                     
15

 Vitaka Hendrawan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran 

Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017). 
16

 Nina Rahma Panggabean, “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam 

Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah” 

(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). 
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Penertiban Balap Liar dan tempat yang berbeda fokus 

penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan 

hukum bagi pelaku balap liar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh widyalaksana yang berjudul, 

“Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja.” 

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan 

Ganesha. Hasil penelitian diatas menggunakan metode sistem 

jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang 

kemudian diberikan diseminasi, dan setelah itu dilanjutkan 

dengan adanya focus group discussion (FGD).
17

 

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian 

yang merujuk pada penertiban balap liar yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan. 

Perbedaaanya pada penelitian penelitian yang saya 

lakukan melakukan penelitian adalah upaya kepolisian dalam 

penertiban balap liar dan tempat yang berbeda fokus 

penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan 

hukum bagi pelaku balap liar. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Agus Hambali dengan 

judul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian 

Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi 

Kasus di Polres Sumenep)”. Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil 

penelitian diatas lebih memfokuskan pada penegakan hukum 

tindak pidana dari perjudian balap liar. Sedangkan penelitian 

yang saya lakukan di tempat yang berbeda fokus penelitian 

dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum 

bagi pelaku balap liar.
18

 

                                                     
17 Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari, and I Nyoman Pursika, 

“Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kalangan Remaja Kota 

Singaraja” (Undiksha, 2017). 
18

 Ahmad Agus Hambali, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di 

Polres Sumenep)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 
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Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian 

yang merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas dan 

balap liar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

Perbedaaanya pada penelitian Ahmad Agus Hambali 

fokus pada tindak pidana perjudian balap liar. Sedangkan pada 

penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah 

upaya kepolisian dalam penertiban balap liar dan tempat yang 

berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda 

yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.
19

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekan deduktif dan induktif alasannya 

karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif  

lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk 

mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan 

serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-

langkah tersebut adalah: 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
20

 Adapun 

ata-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan 

dasar kebijakan kepolisian dalam upaya penertiban Balap 

Liar di Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat Normative yakni suatu 

                                                     
19

 Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, Metodologi Penelitian 

Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41. 
20

 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 24. 
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penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, 

melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses 

penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 

menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah 

dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.
21

 Dalam 

penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan 

melakukan analisis tentang Tinjauan Fiqh siyasah terhadap 

Kebijakan Kepolisian dalam Mengimplementasikan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap 

Liar di Wilayah Hukum  Polresta Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa 

diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat 

pula berasal dari lapangan.
22

 Dalam penelitian ini, data 

primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden 

yang ada di lokasi penelitian yaitu di Unit Laka Lantas 

Polresta Bandar Lampung yang dapat berupa pendapat, 

pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini 

wawancara tersebut langsung berhubungan dengan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta 

memberikan informasi secara lengkap dan akurat. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam 

penelitian ini, yang terdiri dari:
23

 

1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

                                                     
21 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial (Bandung: 

Mondar Maju, 1996), 33. 
22 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 57. 
23

 Ibid., 58. 
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2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian 

3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

4) Buku-buku tentang Kepolisian 

5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil 

penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet 

dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya 

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang 

hendak diteliti, dalam hal ini adalah seluruh kepolisian di 

Polres. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian 

komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok 

individu.
24

 Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 

50 mencakup kepolisian resor Kota Bandar Lampung, 

pelaku balap liar, dan masyarakat Kota Bandar Lampung. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap 

mewakili populasi atau yang menjadi objek 

penelitian.
25

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode incident, yaitu pemilihan sekelompok 

subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang 

memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi. 

Dengan demikian, dari jumlah sampel tersebut 

adalah 8 sampel yang menjadi acuan bagi sumber data 

dalam skripsi ini. Delapan sampel tersebut terdiri atas 3 

Aparat kepolisian yang berada pada lingkungan bidang 

kasat lantas Polresta Kota Bandar  Lampung, 3 pelaku 

                                                     
24

 Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 8. 
25

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

2018), 47. 
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balap liar karena mereka menjadi objek yang terlibat 

langsung di lapangan dan 2 masyarakat Kota Bandar 

Lampung.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini 

penelitian dapat dengan mudah dalam memperoleh data 

yaitu dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan 

melakukan wawancara kepada pihak terkait.
26

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki 

maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban dari 

pertanyaaan itu.
27

 Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti 

panduan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara pada 

penelitian ini adalah Bapak kepolisian, Ipda Gunawan, 

Akp Guntur Adithya Pranata S.H, Akp Rafli Yusuf 

Nugraha, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar.   

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. 
28

Metode ini digunakan untuk menghimpun atau 

                                                     
26

 Ibid., 185. 
27

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), 186. 
28

 Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, 69. 
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memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan 

dengan baik yang berupa arsip-arsip atau  dokumentasi 

maupun keterangan yang terkait dengan penelitian 

mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penertiban 

Balap Liar di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. 

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara 

sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data 

yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya 

sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang 

keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di 

dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan 

keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk 

menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.
29

 Dan 

dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian 

deduktif. Metode Deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat 

umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak 

menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam 

penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum  tersebut 

berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal 

ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Polresta 

Bandar Lampung untuk mengetahui dan memecahkan masalah 

yang penulis teliti, mengenai dasar pertimbangan kepolisian 

dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan kendaraan 

bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi dalam kegiatan balap liar motor agar 

ditertibkan oleh petugas kepolisian. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab I Tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang 

Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

                                                     
29

 Ibid., 145. 
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Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab II Tentang Landasan Teori. Pada bab ini memuat 

tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan 

tema skripsi, diantaranya kajian Fiqh siyasah, kajian tentang 

perilaku Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum  Polresta 

Bandar Lampung. 

Bab III Tentang Deskripsi Objek Peneltian. Bagian bab 

III memaparkan gambaran umum kepolisian resor kota (Polresta), 

mengumpulkan yang dibutuhkan objek penelitian, serta 

menjawab rumusan masalah mengenai Kebijakan Kepolisian 

dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya 

Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum  Polresta Bandar 

Lampung. 

Bab IV Tentang Analisis Penelitian. Pada bab ini memuat 

analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan 

rumusan masalah. 

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti 

akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas 

pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan 

saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-

bab di atas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang 

merupakan inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat 

penulis ambil yakni sebagai berikut : 

1. Upaya dari aparat setempat membuat nyaman pengguna jalan 

bukan hanya menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang 

tertulis dalam maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya 

polisi lalu lintas akan tetapi menjadi kewajiban sosial bagi 

masyarakat dan pengguna jalan yang lainnya untuk 

memberikan teguran dan nasehat agar tidak terjadinya 

pelanggaran dijalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian dan 

pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya 

penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan 

efek jera kepada pelaku balap liar. Adanya Balap liar di Kota 

Bandar lampung sangatlah tidak disukai dan disenangi. Hal 

ini di buktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan 

adanya balapan liar yang dilakukan oleh kalangan anak di 

Kota Bandar lampung menyebabkan kebisingan, Polusi suara 

dan mengganggu waktu istirahat warga dan tak jarang terjadi 

kecelakaan yang diakibatkan balap liar tesebut. 

2. Dalam Pandangan fiqh siyasah kebijakan kepolisian dalam 

penertiban balap liar di Kota Bandar lampung sesuai dengan 

hukum Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah 

untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam 

berkehidupan di bumi sesuai dengan hukum Islam. Khalifah 

dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada 

dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab 

sesama makhluk hidup lainnya. 

 

B. Rekomendasi 

1. Kepada Kepolisian razia/patroli balap motor diharapkan terus 

menerus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada 

dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap liar atau 
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bahkan bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam 

melakukan pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin 

dan penuh tangung jawab, penyuluhan tentang bahayanya 

balap liar ke sekolah-sekolah, memasang spanduk tentang 

aturan wajib berlalu lintas dan bahayanya balap liar di jalan 

raya. 

2. Kepada  masyarakat  diharapkan  dengan  adanya  aturan  

Lalu  Lintas. Masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum 

dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat bertujuan 

untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib dijalan 

raya maka aktivitas dijalan pun menjadi seperti yang 

diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan. 

3. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan ketertiban 

dijalan raya yang nyaman, tanpa ada hambatan dan halangan 

diharapakan tidak melakukan balap liar ditempat tempat 

umum. 
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